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ABSTRAK 

 

Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat 

Perceraian  

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 

 

WIWIN HAJI SAPUTRA 

NIM : 2111680020 

 

Fenomena dalam masyarakat, putusan perceraian Pengadilan Agama 

berdampak pada hak pemenuhan nafkah kepada anak seringkali tidak 

dilaksanakan oleh bapak sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar 

secara ekonomi, kekurangan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya 

kesehatan, padahal kewajiban bapak adalah memberikan biaya nafkah 

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal inilah 

yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana 

penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah 

library research (penelitian pustaka) dengan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisa sesuai dengan keterkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat 

perceraian dalam perspektif hukum Islam dapat dilakukan melalui 4 

(empat) cara yaitu Perdamaian (as-shulhu), Musyawarah, Arbitrase dan 

Pengadilan (Al-Qhada’). Sedangkam Penyelesaian sengketa 

pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum 

positif dapat dilakukan melalui proses diluar pengadilan  (Non-Litigasi) 

meliputi : Konsultasi, Musyawarah, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, 

Arbitrase, Laporan dan Pengaduan Polisi, Pengaduan Perilaku 

Aaparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik 

Indonesia. Penyelesaian sengketa yang kedua dapat dilakukan melalui 

proses pengadilan (Litigasi) yang meliputi 2 (dua) lembaga peradilan 

yaitu penyelesaian sengketa melaui Pengadilan Agama dengan Gugatan 

Hadhonah dan Pemeliharaan Anak, Upaya Hukum Banding dan 

Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan 

upaya Permohonan Eksekusi. Yang kedua penyelesaian sengketa 

melalui Pengadilan Negeri dengan mengajukan Gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum, Upaya Hukum Banding dan Kasasi, Upaya Hukum 

Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali dan Upaya Permohonan 

Eksekusi. 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Nafkah Anak, Hukum Islam,  

                     Hukum Positif. 



 
 

MOTTO 

 

لمَِيهَ   َ لغََىيٌِّ عَهِ ٱلۡعََٰ هِدُ لىِفَۡسِهِ ۦۚٓ إنَِّ ٱللََّّ هدََ فإَوَِّمَا يجََُٰ  وَمَه جََٰ
 
Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut : 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PERSEMBAHAN 

Allah maha penyayang atas hambanya dan shalawat serta 

salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan 

seluruh umat Islam. Tak terselesaikan penulis tesis ini tanpa adanya 

rahmat Allah SWT dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya motivasi 

dari keluarga, terutama yang sangat membantu meringankan usaha 

yang sangat berat ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah 

rela mengesampingkan pekerjaannya dan meluangkan waktunya 

sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, mudah-mudahan tidak 

sia-sia pengorbanan yang telah diberikan (Amin). 

Alhamdulillah dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak 

begitu lama sampai kepada ujian akhir tesis. Tesis ini saya 

persembahkan kepada: 

 Ayahanda (Widianto) dan Ibunda (Rasimah) yang sangat saya 

cintai dan saya sayangi, yang telah memberikan segala perhatian 

kepada saya sampai saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilan 

saya, terima kasih atas semuanya, terima kasih telah memberikan 

kasih sayang, kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik. 

 Kepada Istri (Yetti, SHI) dan anak-anak tersayang (Muhammad 

Adam Alhafiz Ardani dan Muhammad Hafiz Albarra) yang dengan 

setia mendampingi perjuangan saya dari awal sampai dengan saat 



 
 

ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada keluarga 

kita. Amin 

 Kakak dan Adik tersayang, Yessi Anita, Wino Rio, Ike Puspita 

Sari, Novia Sagita, terima kasih atas doa dan dukungannya selama 

ini. 

 Kepada keluarga yang telah mendukung dan memberikan doanya 

saya ucapkan terima kasih.  

 Teman-teman seperjuangan  yang selalu memberikan semangat 

dan doanya saya ucapkan terima kasih. 

 Dan almamaterku, Pasca Sarjana UINFAS Bengkulu. 

 

 

  



 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala 

nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua 

khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tesis yang 

berjudul Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Pasca 

Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

junjungan dan panutan agung Nabi Besar Muhammad SAW sebagai 

suri tauladan umat dan juru selamat dalam dunia Islam. Penyusun tesis 

ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Magister Hukum (M.H.) Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati 

Sukarno Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan 

dan perbaikan tesis ini. 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 



 
 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor 

UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menempuh pendidikan di UINFAS Bengkulu. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.A, selaku Direktur Pascasarjana 

UINFAS Bengkulu yang telah memberikan saran dan kemudahan 

dalam penyusunan tesis ini. 

3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, MA selaku Ketua Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah 

memberikan arahan dan masukkan sejak mata kuliah metode 

penelitian hukum sampai dengan proses penyelesaian tesis ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing Utama yang 

telah memberikan arahan. koreksi, dan motivasi agar penulis 

segera menyelesaikan tesis ini tepat waktu. 

5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah 

dengan tekun dan ikhlas membimbing, mengarahkan serta 

memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 

6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UINFAS Bengkulu yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 



 

 
 

7. Segenap karyawan Pegawai dan Karyawan beserta staf 

Pascasarjana UINFAS yang telah memberikan fasilitasnya dalam 

penulisan tesis ini. 

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis harapkan semoga 

menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT dan penulis berharap semoga 

tesis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada 

khususnya. 
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